PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jn. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0736.465207

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 460/ 28 /Kpts-DSPPrPA-PS/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 460/ 04 /Kpts-DSPPrPA-PS/2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

—~ KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a = bahwa berdasarkan rekonsiliasi internal Dinas Sosial. Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. maka
perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
460/04/Kpts-DSPPrPA/PS/2020  tentang  Penunjukan  Pejabat
Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembantu Pejabat
Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020;

b.  bahwa PNS yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu serta
memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembaniu Peabat
Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial. Pemberdayaan
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P;erem_puan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir S
Anggaran 2020;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43535):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahem 2006 tcatang
Pedoman Pengeloalaan Keuangan Dacrah scbagaimana telah diubeh
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/11/Kpts/BPT-PS/2020
tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020.

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/PS/2020 tentang
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK )

dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/PS/2020
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
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KEDUA . Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) adalah sebagai berikut :
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK:
2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;

3
4
5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

1

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA . Secgala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Maret 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN BAN PERLINDUNGAN ANAK
ATIEN PESISIR SELATAN

/
i S

ZULFIAN APRIYANTO.S.H, MSi
NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan ( sebagai laporan ).

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan

4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan.
5. Pertinggal.




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansk Eabiputen Pesisir Selatan

Nomor : 460/ / Kpts-DSPPrPA-PS/2020

Tanggal : 02 Maret 2020

Tentang : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempun dan Ferlindungan Anak Kabupaten Pesi
Selatan Nomor 460/04/ Kpts-DSPPrPA-PS/2020 tentang Penunjukan Pejabut Penntaisalinan Kenangan( PPK) dan Pembantu
Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan erempan din Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No Nama / Nip Pangkat / Golongan Jabatan Dinas 3 Jubatan Kegiatan
1. | Letti Silvia Handayani, SST, | Penata (III/c) Kasubag. Perencanaan Pejabat Penatnusnhann Kevangan
SS, M.Si Keuangan dan Pelaporan
NIP.19810907 200501 2 005
2. | Deni Rahman , S.AP Penata Muda (I1l/a) Analis Pelayanan Sosial Pembantu l’vj;ulmt Penatausahaan Keuangan

NIP. 19870821 201903 1 001

Painan, 02 Maret 2020
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
thdungan Anak
on|Pesisir Selatan
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ZULITAN APRIYANTO. 8., M. §i
NIP.19651716 198602 1 002




